BUPATI BANTUL
PERATURAN BUPATI BANTUL

NOMOR     33  TAHUN 2008

T E N T A N G

GERAKAN KEBANGKITAN DAN PEMBERDAYAAN BANTUL PROJOTAMANSARI

(GERBANGDAYA PROJOTAMANSARI)

BUPATI BANTUL,

	Menimbang :
	a. bahwa dalam rangka melakukan percepatan pelaksanaan pembangunan daerah pasca bencana alam gempa bumi 27 Mei 2006, diperlukan partisipasi semua pihak baik masyarakat maupun aparatur pemerintah dan swasta;
b. bahwa untuk tercapainya tujuan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu dorongan melalui Gerakan Kebangkitan dan Pemberdayaan Bantul Projotamansari (Gerbangdaya Projotamansari);

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Bantul tentang Gerakan Kebangkitan dan Pemberdayaan Bantul Projotamansari (Gerbangdaya Projotamansari);



	Mengingat :
	1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950, tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta;

2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15;

4. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 14 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2006-2025;

5. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 15 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2006-2010 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 25 Tahun 2008;

6. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 24 Tahun 2008 tentang Penyusunan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah;



M E M U T U S K A N  :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI BANTUL TENTANG GERAKAN KEBANGKITAN DAN PEMBERDAYAAN BANTUL PROJOTAMANSARI (GERBANGDAYA PROJOTAMANSARI).

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Bupati adalah Kepala Daerah Kabupaten Bantul.

2. Wakil Bupati adalah Wakil Kepala Daerah Kabupaten Bantul.

3. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dalam penyelenggaraan    pemerintahan daerah yang terdiri sekretariat daerah, sekretariat DPRD, dinas  daerah, lembaga teknis daerah, dan kecamatan.
4. Gerakan Kebangkitan dan Pemberdayaan Bantul Projotamansari yang selanjutnya disebut GERBANGDAYA PROJOTAMANSASI adalah gerakan untuk membangkitkan dan memberdayakan seluruh elemen masyarakat Kabupaten Bantul dalam melaksanakan pembangunan di seluruh sektor pembangunan. (baru konsep saya betul atau salah ?.)
BAB II

RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang lingkup GERBANGDAYA PROJOTAMANSARI meliputi seluruh lini strategis dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), yaitu :

a. pengentasan kemiskinan;

b. pendidikan;

c. kesehatan;

d. pertanian;

e. ……………..

f. …………….

g. ………………. Dst.

Pasal 3
(1) Dalam rangka implementasi GERBANGDAYA PROJOTAMANSARI dibentuk kelompok kerja (POKJA) untuk masing-masing sektor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, yang dikoordinir oleh perangkat daerah tertentu, dengan susunan selengkapnya sebagaimana tersebut dalam Lampiran I Peraturan Bupati ini.

(2) Tugas POKJA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah menyusun langkah-langkah strategis dalam rangka pencapaian tujuan sesuai bidang masing-masing prioritas pembangunan.

(3) Langkah strategis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disusun dalam petunjuk teknis yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati tersendiri untuk masing-masing bidang prioritas pembangunan.

BAB III

IMPLEMENTASI GERBANGDAYA PROJOTAMANSARI

Pasal 4

(1) Implementasi GERBANGDAYA PROJOTAMANSARI dipusatkan di tingkat kecamatan sebagai pusat pertumbuhan dan pembangunan masyarakat.
(2) Untuk mendorong pelaksanaan GERBANGDAYA PROJOTAMANSARI, di masing-masing kecamatan ditetapkan perangkat daerah sebagai Bapak Asuh GERBANGDAYA PROJOTAMANSARI, yang selengkapnya sebagaimana tersebut dalam Lampiran II Peraturan Bupati ini.

BAB IV
PEMBIAYAAN

Pasal 5

Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Peraturan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bantul, pada masing-masing perangkat daerah.

BAB V

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Koordinator tingkat Kabupaten pelaksanaan GERBANGDAYA PROJOTAMANSARI adalah Wakil Bupati.
Pasal 7

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bantul.

Ditetapkan di Bantul

pada tanggal 1 Juni 2008
BUPATI BANTUL,

M. IDHAM SAMAWI

Dimuat dalam Berita Daerah Kabupaten Bantul

Nomor           Tahun 2008

Tanggal

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANTUL,

GENDUT SUDARTO
Nb. :

1. Untuk Bapak Asuk akan saya samakan dengan Bapak Asuk Rekonsiliasi.

2. Untuk susunan POKJA sesuai prioritas, mohon masukan.
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